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P   U   T   U   S   A   N

Nomor 128/Pdt.G/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan 

putusan perkara Cerai Gugat antar : -------------------------------------------------------------

XXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan 

Guru Honorer di X, tempat kediaman di X Kabupaten 

Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; 

me l a w a n

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA Darul Ulum, 

pekerjaan Guru Ngaji, tempat kediaman di X Kabupaten 

Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; 

Pengadilan Agama Tersebut ;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; 

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya 

tertanggal 04 April 2014, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di 
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 128/

Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 04 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 April 2010, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan  Pulau Laut Utara,  Kabupaten Kotabaru (Kutipan 

Akta Nikah Nomor 299/48/IV/2010 tanggal 22 April 2010) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tirawan,  RT.06, Kelurahan Baharu 

Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal 

pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri namun belum dikaruniai  keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling 

dominan adalah karena Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja 

dan berhenti kuliah, tetapi Penggugat menolak, dengan alasan ingin membantu 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga Tergugat marah 

dan terjadi pertengkaran, akibatnya Tergugat tidak mau mengantar Penggugat 

lagi untuk pergi bekerja yang selama ini memang selalu diantar oleh Tergugat. 

Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat kadang-

kadang menolak ketika diajak berhubungan oleh Penggugat, karen Tergugat 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin mempunyai keturunan dengan Penggugat, dengan alasan akan 

menambah beban dalam kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Januari 

2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,  Penggugat 

pergi meninggalkan Tergugat ke orang tua Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat 

telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 

3 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar 

mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat 

mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat 

dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :  

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap ke  

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai wakil/

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas  

panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata bahwa 

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut, 

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat gugatan Pengguat 

tertanggal 04 April 2014, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 

XXXXXXXXXX tanggal 25-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan 

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut 
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telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, 

kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:299/48/IV/2010, Tanggal 22 April 2010, 

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara,  Kabupaten 

Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan 

dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis 

diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar Kursus, 

tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah 

telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak 

Kandung Penggugat, Penggugat bernama XXXX dan Saksi kenal 

dengan Tergugat, namanya XXXXXXX;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 

sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orangtua Tergugat di Jalan Tirawan namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat 

dengan Tergugat;
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- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 sampai 

sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi ketidakharmonisan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat disebabkan Terugat tidak mau mengantar 

Penggugat ke sekolah tempat Penggugat mengajar dan Tergugat 

menyuruh Penggugat berhenti bekerja selain itu Tergugat sering pulang 

larut malam setelah mempunyai seorang adik angkat perempuan namun 

Saksi lupa namanya;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 

dan keesokan harinya Tergugat dan orangtuanya datang ke rumah 

Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orangtua 

Penggugat;

- Bahwa, setelah diserahkan tersebut sampai  sekarang Tergugat tidak 

pernah datang mengunjungi Penggugat;

- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
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2. XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoerer X, tempat 

tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah 

memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; 

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga 

Penggugat, Penggugat bernama X dan Saksi kenal dengan Tergugat, 

namanya X;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 

sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orangtua Tergugat di Jalan Tirwan namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat 

dengan Tergugat;

- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 

dan keesokan harinya  tepatnya pada sore hari jam 5 Tergugat dan 

Disclaimer
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orangtuanya datang ke rumah Penggugat dan pada malam harinya 

setelah magrib Tergugat datang ke rumah Penggugat mengantar 

pakaian Penggugat dan esok paginya Saksi bertanya kepada orangtua 

Penggugat dan pada waktu itu orangtua mengatakan bahwa Penggugat 

diserahkan kepada orangtua Penggugat;

- Bahwa, setelah diserahkan tersebut sampai  sekarang Tergugat tidak 

pernah datang mengunjungi Penggugat;

- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan 

sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat  sendiri 

tentang domisili Penggugat  yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama 

Kotabaru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) 

dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama  berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak 

Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan 

dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, 

sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor  

1 tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya 

mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun 

tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) 

dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang 

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-

undang Nomor  1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor  9 tahun 

1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam  telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa 

yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga 

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus 

yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan 

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya 

secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan; 
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Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa 

yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat adalah Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja dan berhenti 

kuliah, tetapi Penggugat menolak, dengan alasan ingin membantu untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga Tergugat marah dan 

terjadi pertengkaran, akibatnya Tergugat tidak mau mengantar Penggugat lagi 

untuk pergi bekerja yang selama ini memang selalu diantar oleh Tergugat. Selain 

faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat kadang-kadang 

menolak ketika diajak berhubungan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak ingin 

mempunyai keturunan dengan Penggugat, dengan alasan akan menambah beban 

dalam kehidupan rumah tangga yang akibatnya sejak bulan Januari 2014 

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap 

dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis 

Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak 

keperdataannya atau setidak-tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah 

oleh Tergugat  maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat  dapat 

dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan 

aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa  alat  bukti  
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tersebut merupakan alat bukti yang memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna  

dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga  dengan 

bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah 

hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan 

relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan 

aslinya  dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa  alat  bukti  

tersebut merupakan alat bukti yang memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna  

dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga  dengan 

bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam   

suatu  perkawinan yang sah, dan  Penggugat mempunyai kapasitas (legal 

standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena 

itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;  

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat  di 

persidangan  telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor   50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor  7 

tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor  
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9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut 

dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan 

secara terpisah  di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 

Pasal 175 R.Bg., maka  dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi 

syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II  Penggugat menerangkan, bahwa 

setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di 

Jalan Tirwan dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan. Keterangan kedua 

saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari  pengetahuan 

kedua saksi serta menguatkan apa yang didalilkan Penggugat, karenanya Majelis 

Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaiman 

dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 

1908 KUHPerd sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (2) 

dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka (3) dalil gugatan Penggugat, 

Saksi I menerangkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke sekolah 

tempat Penggugat mengajar dan Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja 

selain itu Tergugat sering pulang larut malam setelah mempunyai seorang adik 

angkat perempuan namun Saksi lupa namanya sedangkan Saksi II tidak 

mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat 
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dengan Tergugat kesaksian mana tidak didukung dengan bukti lainnya karenanya 

Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil 

maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerd bahwa ”keterangan  

satu  orang  saksi  tanpa  disertai  alat  bukti  lain,  menurut  hukum  tidak  boleh  

dipercaya” sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan tersebut harus 

dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi I dan II menerangkan 

bahwa tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat 

dengan Tergugat namun mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan 

pertengkaran tersebut yaitu Tergugat dan orangtuanya datang ke rumah 

Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat serta 

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya lebih 

dari 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan adalah Penggugat, Keterangan kedua 

saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari  pengetahuan 

kedua saksi serta menguatkan apa yang didalilkan Penggugat, karenanya Majelis 

Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaiman 

dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 

1908 KUHPerd sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan 

Penggugat pada posita angka (4) dan (5) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi I dan II menerangkan 

bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh para Saksi dan pihak keluarga, 

Keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari  
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pengetahuan kedua saksi serta menguatkan apa yang didalilkan Penggugat, 

karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat 

materil sebagaiman dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 

1907 dan Pasal 1908 KUHPerd Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang 

didalilkan Penggugat pada posita angka (6) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan 

bukti-bukti Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 

pada tanggal 22 April 2010;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah orang tua Terggugat di  Jalan Tirawan namun sampai saat ini 

belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa Tergugat dan Orangtuanya telah menyerahkan Penggugat kepada 

orangtua Penggugat;

- Bahwa sekarang  Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah setelah 

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah bersama lagi yang 

hingga kini telah berjalan setidaknya lebih dari 3 (tiga) bulan;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis 

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga 

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah 
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terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi 

selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta 

setidaknya lebih dari 3 (tiga) bulan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat 

tinggal setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah 

orang tua Penggugat serta Tergugat dan orangtuanya telah menyerahkan 

Penggugat kepada orangtua Penggugat menunjukkan bahwa antara Pengugat 

dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah 

tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari 

gejala perselisihan dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh 

Tergugat  terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara 

Penggugat  dengan Tergugat meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran 

tersebut ternyata tidak terungkap sebagai sebuah fakta di persidangan, namun 

melihat akibat yang ditimbulkannya Majelis Hakim dapat menyimpulkan, bahwa 

penyebab perselisihan tersebut tentu merupakan hal-hal yang sangat prinsip. 

Karena tidak logis satu pasangan suami istri yang sudah menikah selama kurang 

lebih 4 (empat) tahun, lebih memilih berpisah tempat tinggal, jika tidak ada 

penyebab/kondisi yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga 

mereka;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 3 

(tiga) bulan terakhir, sampai saat ini  Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup 

rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat ternyata juga 
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tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya 

penasehatan  yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat  tetap bersikeras ingin 

bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi 

berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik 

suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat  dengan 

Tergugat  telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk 

dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan  

bukti bahwa rumah tangga  antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan 

sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang 

dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah 

rusak (broken marriage)  sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai 

sebagaimana dimaksud  pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang 

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak 

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk 

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan 

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan 

maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-
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Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai 

dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai 

dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-

undang Nomor  7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor  

3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), 

maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan”, hal ini 

relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq 

Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai 

bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: ”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian 

adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi 

pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami 

isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum 

Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan 

Tergugat  telah pisah rumah setidaknya lebih dari 3 (tiga) bulan serta Tergugat 

dengan orangtuanya telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, 

hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi 

saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami 
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isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah 

tangga; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat 

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat 

selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling 

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat  tetap 

sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan 

Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar 

norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu 

alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat  tidak pernah hadir di muka 

sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata 

ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan 

Penggugat   tidak melawan hukum, dengan didasaran kepada ketentuan pasal 149 

dan 150 R. Bg,  maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut 

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, 

namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan 

perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka 
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mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (broken 

marriage) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan 

mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya hanya akan 

mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk penderitaan psikologis 

bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian 

kewajiban oleh masing-masing pihak oleh karenanya untuk menghindari hal-hal 

dan melanggar norma hukum, maka  Majelis Hakim berpendapat rumah tangga 

semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, 

hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح-----------------------------------------------------;

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada 

mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut 

di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup 

memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan 

diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor  7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006 dan 

telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal 
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pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru 

untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat 

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai 

pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut 

untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat 

(XXXXXXXXXXXX);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk 

mengirimkan  satu helai salinan putusan yang telah  berkekuatan hukum tetap 
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kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman 

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat 

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam 

daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh 

satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang 

dilangsungkan  pada  hari Selasa tanggal  22 April 2014 Masehi,  bertepatan  

dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID 

selaku Ketua  Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I 

masing-masing sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  

sidang  terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435  Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. 

MURSYID selaku Ketua  Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan  ACHMAD 

SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai  Hakim  Anggota, dan dibantu oleh 

MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. MURSYID.
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Hakim – Hakim Anggota,
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